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Materi dapatdi unduhdi

https:// bit.ly/kaltaratkdn



Lesson Plan kita hari ini ς3 November 2022)
No Uraian Kegiatan Waktu

1 a. Pembukaan Materi  Perhitungan TKDN pada Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah

b. Pembagian Kelompok Peserta 
c. Materi : Penggunaan Produk Dalam Negeri berdasarkan ketentuan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

08:30 s.d 
10:00

2 Coffee Break 10:00 s.d 
10:15

3 Pengerjaan Tugas Kelompok Menghitung TKDN dan Kebijakan Preferensi 
Harga oleh masing-masing kelompok Peserta

10:15 s.d 
12:00

4 ISHOMA 12:00 s.d 
13:00

5 Presentasi hasil pengerjaan Tugas Kelompok oleh masing-masing kelompok 
peserta

13:00 s.d 
14:45

6 Konklusi dan Penjelasan  Menghitung TKDN dan Kebijakan Preferensi Harga14:45 s.d 
15:00

7 Materi : Penerapan TKDN dalam Tahap-Tahap Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah

15:00 s.d 
16:45



MengapaPengadaanBarang/Jasa
Pemerintah perlumeningkatkan
penggunaanprodukdalam negeri?

a. IsengSaja
b. MerupakanTujuanPengadaan
c. Kepentingankelompokpengusaha



TujuanPengadaan



Skala Tujuan

TujuanBesar lebihchallenging untuk
dicapaisehinggaperluditegaskan



PengadaanBarang/Jasa
adalahaktivitasstrategisbagi
pembangunannasional



Menghasilkan B/J yang tepat*

untuk setiap uang yang dibelanjakan

*kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia. 

Meningkatkan Penggunaan

produk dalam negeri

Meningkatkan Peran serta UMK 

dan Koperasi

Meningkatkan Peran pelaku usaha

nasional

Meningkatkan

Keikutsertaan industri

kreatif

Mewujudkan Pemerataan

ekonomi dan perluasan

kesempatan berusaha

Meningkatkan Pengadaan

berkelanjutan

Mendukung pelaksanaan penelitian

dan pemanfaatan Barang/Jasa Hasil 

Penelitian

Tujuan PBJ



Dari TujuanPengadaanyang ada di 
Pasal4, manakahyang berkaitan
dengankebijakanTKDN?

a. MeningkatkanPengadaan
Berkelanjutan

b. MeningkatkanPenggunaanProduk
Dalam Negeri



Menghasilkan B/J yang tepat*

untuk setiap uang yang dibelanjakan

*kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia. 

Meningkatkan Penggunaan

produk dalam negeri

Meningkatkan Peran serta UMK 

dan Koperasi

Meningkatkan Peran pelaku usaha

nasional

Meningkatkan

Keikutsertaan industri

kreatif

Mewujudkan Pemerataan

ekonomi dan perluasan

kesempatan berusaha

Meningkatkan Pengadaan

berkelanjutan

Mendukung pelaksanaan penelitian

dan pemanfaatan Barang/Jasa Hasil 

Penelitian

Tujuan PBJ



Tahukahandaapasaja
kebijakanPBJP?



1) Meningkatkan Kualitas Perencanaan PBJ
2) Melaksanakan PBJ yang lebih

transparan, terbuka dan kompetitif

3) Memperkuat kapasitas

kelembagaan & SDM PBJ
4) Mengembangkan
E-marketplace PBJ

5) Menggunakan teknologi

informasi dan komunikasi

serta transaksi elektronik

6) Mendorong penggunaan

Barang/Jasa dalam negeri & SNI

7) Memberikan kesempatan UMKM
8) Mendorong pelaksanaan penelitian & 

industri kreatif

9) Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan



ApakahάǎŜōŜƴŀǊƴȅŀέ 
KebijakanPBJ itu?
a. Strategiuntuk pencapaianTujuan

PBJ yang telahdicanangkan
b. Peluangyang diciptakanuntuk

mengakomodirkeperluan
pengadaanpihak-pihak



KebijakanPBJ adalahάSTRATEGIέ 
untuk mencapaiTujuanPBJ yang 
telahdicanangkanPemerintah 



Tujuan PBJP :
Target/Sasaran yang 
ingin dicapai dari 
aktivitas pengadaan

Kebijakan PBJP :
Merupakan 
cara/strategi untuk 
mencapai tujuan



Tingkat Komponen 
Dalam Negeri

Meningkatkan Penggunaan

produk dalam negeri

Tujuan PBJ

6) Mendorong penggunaan

Barang/Jasa dalam negeri & SNI



PeningkatanPenggunaanProdukDalamNegeri
(P3DN)

ProdukDalamNegeri TKDN
Barang/Jasa, termasukrancangbangundan 
perekayasaan, yang diproduksiataudikerjakan
oleh perusahaanyang berinvestasidan 
berproduksidiIndonesia, menggunakanseluruh
atauSebagian tenagakerjaWargaNegara 
Indonesia, dan prosesnyamenggunakanBahan
Baku ataukomponenyang seluruhatau
Sebagian berasaldari dalamnegeri

BesarnyaPersentaseKomponenLokaldalam
sebuahproduk/ jasadalamnegeri.



Tujuan PBJP (Pasal 4): Meningkatkan Penggunaan produk dalam negeri

Kebijakan PBJP ( Pasal 5 ) : Mendorong penggunaan Barang/Jasa dalam negeri & SNI

Bagaimana?
Penggunaan Produk Dalam Negeri diatur dalam Bab IX  Bagian Kedua Peraturan

Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana terakhir kali diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021



Capaian Umum Pelatihan

Peserta mengetahui pemanfaatan TKDN sebagai

instrumen untuk menyelenggarakan Kebijakan
PengadaanñMendorong penggunaan Barang/Jasa 

dalamnegeri & SNIò sebagai salah satu cara untuk

mencapai Tujuan PengadaanñMeningkatkan

Penggunaan produk dalam negeriò



Capaian Khusus Pelatihan
Peserta mengetahui :

01
Penggunaan Produk Dalam Negeri 
berdasarkan ketentuan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

PenerapanTKDN dalam Tahap-Tahap
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

02

03

Praktek Perhitungan TKDN & 
Perhitungan Preferensi Harga pada 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Peserta Wajib Membawa Laptop)



Penggunaan Produk Dalam Negeri
berdasarkan ketentuan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

01

02

03

Praktek Perhitungan TKDN & Perhitungan
Preferensi Harga pada Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

materi

Penerapan TKDN dalam Tahap-Tahap
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Penggunaan Produk Dalam Negeri
berdasarkan ketentuan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

01

02

03

Praktek Perhitungan TKDN & Perhitungan
Preferensi Harga pada Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

materi

Penerapan TKDN dalam Tahap-Tahap
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri

K/L/PD WajibmenggunakanPDN termasuk
rancangbangundan perekayasaannasional

PDN Wajibapabilaterdapatprodukdalamnegeri yang memilikipenjumlahan
nilaiTingkat KomponenDalamNegeri (TKDN) ditambahnilaiBobotManfaat
Perusahaan (BMP) paling sedikit40%

Nilai TKDN dan BMP mengacupada daftar inventarisasibarang/ jasa
produksidalamnegeri yang diterbitkanoleh Kementerian yang 
menyelenggarakanurusanpemerintahandi bidangperindustrian



Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri

Istilah - Istilah
1

4

Tingkat Komponen Dalam Negeri

Indikatortingkatpenggunaankomponen 
dalamnegeri  pada barang, gabungan 
barang, jasa, gabungan jasa, serta 
gabungan barang dan jasa

Bobot Manfaat Perusahaan

Nilai penghargaan kepada perusahaan yang 
berinvestasi dan berproduksidi Indonesia

PP No. 29 

Th. 2018

TKDN

BMP

daftar inventarisasibarang/ jasa

http://tkdn.kemenperin.go.id/

http://tkdn.kemenperin.go.id/


Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri

Kategori PDN dalam Ketentuan Kewajiban

1

4
Barang Diberdayakan

Barang Diwajibkan

Barang Dimaksimalkan

PeraturanMenteri 
Perindustrian Republik
Indonesia Nomor
02/M-IND/PER/1/2014 
TentangPedoman
Peningkatan
PenggunaanProduk
DalamNegeri Dalam
PengadaanBarang/Jasa 
Pemerintah
Pasal6

Barang produksi dalam negeri yang wajib

dipergunakan untuk memenuhi persyaratan kebutuhan

dan memiliki penjumlahan capaian TKDN dan capaian

BMP lebih dari atau sama dengan 40% dan capaian

TKDN barang lebih dari atau sama dengan 25%

Barang produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan kebutuhan dan

memiliki penjumlahan capaian TKDN dan capaian BMP kurang dari 40% dan

memiliki capaian TKDN barang lebih dari atau sama dengan 15%

Barang produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan kebutuhan dan memiliki

capaian TKDN barang kurang dari 15% dan lebih dari atau sama dengan 10%

1

2

3



Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri

Kategori PDN dalam Ketentuan Kewajiban



Preferensi Harga Penggunaan Produk Dalam Negeri

PreferensiHarga merupakaninsentifbagiPDN pada pemilihanpenyedia
berupakelebihanhargayang dapatditerima

Preferensihargadiberlakukanuntuk PengadaanBarang/Jasa dengannilaiHPS 
paling sedikitdiatasRp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah).

KetentuanPreferensiHarga dilaksanakandalamproses pemilihanPenyedia
dan memilikirelevansierat denganTKDN Barang.



Preferensi Harga Penggunaan Produk Dalam Negeri

PaketPengadaan
Barang/Jasa dengan
HPS paling sedikit

Rp1Miliar

05 Dalam Evaluasi Penawaran apabila terdapat HEA 
yang sama maka penawar dengan TKDN lebih
besar ditetapkan sebagai pemenang

01 Berlaku dan diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling 
rendah 25%

Preferensi Harga diperhitungkan dalam evaluasi Harga 
Penawaran atas penawaran yang telah memenuhi
persyaratan administrasi dan teknis

03

02
Preferensi Harga sebagai insentif berupa kelebihan harga yang 
dapat diterima diberikan paling tinggi 25% atas harga
penawaran, sedangkan untuk Konstruksi dengan Tender 
Internasional diberikan paling tinggi 7,5% di atas harga
penawaran terendah dari Badan Usaha Asing

04
Penetapan Pemenang berdasarkan urutan Harga Terendah
dalam proses evaluasi penawaran dalam bentuk Harga 
Evaluasi Akhir (HEA)



Preferensi Harga Penggunaan Produk Dalam Negeri

BarangA

BarangB

TKDN 30%

TKDN 20% tidak diberlakukan Preferensi
harga karenaTKDNkurang dari
25%

diberlakukan Preferensi harga
karena TKDN lebih dari sama
dengan25%

PaketPengadaanBarang/Jasa denganHPS paling sedikit
Rp1Miliar



Apakah masih boleh IMPORT?
Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Barang tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di dalam
negeri; atau

Volumeproduksidalamnegeritidak mampumemenuhikebutuhan

Pengadaan barang yang
berasal dari luar negeri
(import) dimungkinkandalam
hal :



Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri

Kategori PDN dalam Ketentuan Kewajiban

1
Barang Diwajibkan

Barang produksi dalam negeri yang wajib

dipergunakan untuk memenuhi persyaratan kebutuhan

dan memiliki penjumlahan capaian TKDN dan capaian

BMP lebih dari atau sama dengan 40% dan capaian

TKDN barang lebih dari atau sama dengan 25%

Produksi
Dalam
Negeri

Wajib

BolehImpor

Belum dapatdiproduksiDN

Volume ProduksiDN tidak
mencukupi



PPK KabupatenX akanmelaksanakanpengadaan
komputerdesktop, setelahmelakukan

pengecekanpada daftar inventarisasiditemukan
bahwaterdapatkomputerdesktop bermerek
ά!./έŘŜƴƎŀƴTKDN 30% dan BMP 10%, Maka:

a. PPK wajibbeli KomputerDesktop 
bermerekέ!./έ

b. PPK wajibbeli KomputerDesktop 
denganTKDN minimal 25%



PPK KabupatenX akanmelaksanakanpengadaan
printer, setelahmelakukanpengecekanpada 

daftar inventarisasiditemukanbahwaterdapat
printer bermerekά59CέŘŜƴƎŀƴTKDN 20% dan 

BMP 10%, Maka:

a. PPK wajibbeli printer bermerek
έ59Cέ

b. PPK mengupayakanpembelian
denganTKDN minimal 15%



PPK KabupatenX akanmelaksanakanpengadaan
KendaraanMobil Listrik BerbasisBateraidengannilai
HPS Rp3Miliar, setelahmelakukanpengecekanpada 

daftar inventarisasiditemukanbahwaterdapatproduk
bermerekάILWYέŘŜƴƎŀƴTKDN 40%, Maka:

a. PemilihanPenyediamemberlakukan
PreferensiHarga

b. PemilihanPenyediatidakdiberlakukan
preferensiHarga



Daftar InventarisasiBarang/Jasa ProdukDalamNegeri 
adalahDaftar Produkbuatandalamnegeri yang 

memuatnamaprodusen, jenisproduk, spesifikasi, 
standard, kapasitas, capaianTKDN, dan CapaianBMP 

yang diterbitkanoleh :

a. Lembaga KebijakanPengadaanBarang/Jasa Pemerintah
b. Kementerian Perindustrian
c. Badan PengawasanKeuangandan Pembangunan



RSUD Kabupaten X akan membeli peralatan CT Scan 
128 Slices untuk memenuhi kebutuhan pelayanan 

kesehatan, tidak ada industri produk dalam negeri yang 
telah memiliki produk ini, maka:

a. PPK menunggu pelaksanaan pengadaan hingga industri 
dalam negeri berhasil memproduksi produk buatan dalam 
negeri

b. PPK melaksanakan import produk tersebut dari luar 
negeri



Penggunaan Produk Dalam Negeri
berdasarkan ketentuan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

01

02

03

Praktek Perhitungan TKDN & Perhitungan
Preferensi Harga pada Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

materi

Penerapan TKDN dalam Tahap-Tahap
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



CONTOH



EstimasiTKDN
(Contoh)

Rp2000 (Lokal)

Rp4000 (Lokal)

Rp1000 (Impor)

Rp2000 (Lokal)

BahanUtama

Chef (WNI)

Kemasan
Rp500 (Impor)

Lain-Lain Rp500 (Lokal)

TKDN =
Biayadalamnegeri

BiayaTotal
X 100% =

Rp8500

Rp10.000
X 100% =85%



Pabrik penyedia pasokan gas LPGPT. XYZ
adalah pemenang tender dengan
kepemilikan saham 50% Dalam negeri dan
50%Asingmemiliki 3 mesinproduksidengan
rincian:
Uraian Buatan Nilai (hargasatuan)

Mesin1 Indonesia 200.000

Mesin2 Jepang 500.000

Mesin3 China 100.000

TKDN??????



Pabrik tabung gas LPG PT. XYZ dengan
kepemilikan saham 50% Dalam negeri dan
50%Asingmemiliki 3 mesinproduksidengan
rincian:

Uraian Buatan Nilai Nilai (hargasatuan)

Mesin1 Indonesia 200.000

Mesin2 Jepang 500.000

Mesin3 China 100.000

TKDN??????



PERHITUNGAN NILAI TKDN JASA ( Pasal 69)

Dibuat Dimiliki KDN

DN DN 100 %

DN LN 75 %

DN DN + LN 75 % + ( 25 % x Proporsi Saham )

LN DN 75 %

LN LN 0 %

LN DN + LN Proporsi Saham DN

Kewarganegaraan KDN

WNI 100 %

WNA 0 %

TENAGA KERJA :

ALAT KERJA :



Pabrik tabung gas LPG PT. XYZ dengan
kepemilikan saham 50% Dalam negeri dan
50%Asingmemiliki 3 mesinproduksidengan
rincian: Uraian Buatan Nilai

Mesin1 Indonesia 200.000

Mesin2 Jepang 500.000

Mesin3 China 100.000

800.000

TKDN :
Uraian Buatan Dimiliki %KDN

Mesin1 Indonesia (DN) DN + LN 87,5% (75 % + ( 25 % 
x ProporsiSaham ))

Mesin2 Jepang(LN) DN + LN 50% (ProporsiSaham 
DN)

Mesin3 China (LN) DN + LN 50% (ProporsiSaham 
DN)



Pabrik tabung gas LPG PT. XYZ dengan
kepemilikan saham 50% Dalam negeri dan
50%Asingmemiliki 3 mesinproduksidengan
rincian: TKDN : 59,375%

Uraian Buatan Dimiliki Nilai %KDN Nilai KDN

Mesin1 Indonesia 
(DN)

DN + LN 200.000 87,5% (75 % 
+ ( 25 % x 
Proporsi
Saham ))

175.000

Mesin2 Jepang(LN) DN + LN 500.000 50% 
(Proporsi
Saham DN)

250.000

Mesin3 China (LN) DN + LN 100.000 50% 
(Proporsi
Saham DN)

50.000

800.000 475.000



LATIHAN
SOAL AKAN DIBAGIKAN 
PUKUL 10:15 (SETELAH 

COFFEE BREAK)



KETENTUAN
1. Setiapkelompokmenetapkanketua(segera).
2. Masing-masingkelompokdiberikan1 Kasusuntuk di presentasikan
3. Setiapkelompokwajib mengerjakansebanyaksoalyangsudahdibagikanoleh

Panitia(pembagiansoalterlampir);
4. Setiap kelompok diminta untuk menjawab soal tersebut sesuai dengan

pengalamandanpengetahuandarimasing-masingpeserta;
5. Pesertadapat mengasumsikanatas kekuranganinformasiyangtersediapada

soal. Dalam hal tersebut peserta diminta untuk melaksanakanproses
pengadaanse-efektif dan efisien mungkin, tiap kelompok/peserta dapat
menambahkan/membuat asumsi sendiri untuk melengkapi tingkat akurasi
jawabankelompok

6. Setiapkelompokdiberikanwaktu presentasi5 menit dan diskusidiskusi/ tanya
jawabdengankelompoklain5 menit (total 1 kelompok10menit)

7. Jawabankelompokdikirim viaemailke : christian.gamas.mac@gmail.com

mailto:christian.gamas.mac@gmail.com


KELOMPOK KETUA KELOMPOK SOAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 + 0 Soal J



Penggunaan Produk Dalam Negeri
berdasarkan ketentuan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

01

02

03

Praktek Perhitungan TKDN & Perhitungan
Preferensi Harga pada Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

materi

Penerapan TKDN dalam Tahap-Tahap
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Terdapat pihak-pihak yang hadir
dalam mendukung pelaksanaan
KebijakanP3DN.

P3DN apakah tugas 
UKPBJ?



Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

UU No. 3 

Thn 2014 

tentang

Perindustrian

PP No. 29 Tahun2018 
tentangPemberdayaan

industri

PerpresNo. 16 Tahun2018 tentang
PengadaanBarang/Jasa Pemerintah
besertaperubahannyajo Peraturan

PresidenNo. 12 Tahun2021 

Pasal86
KewajibanK/L/PD/BUMN/BUMD/BUSwastadan/ataumengusahakansumberdaya
yangdikuasainegaramenggunakanPDNdalamsetiappengadaanbarang/ jasa

Pasal58
Kewajiban menggunakan produk dalam negeri (PDN) pada pengadaan
barangjasadilakukanpadatahapperencaandanpelaksanaan
Pasal61
KewajibanmenggunakanPDNapabil terdapat produk dalam negeri dengan
nilai penjumlahanTKDNdanBMPpalingsedikit 40%.
Pasal74
Setiap Kementerian/Lembaga/LembagaPemerintahNon Kementerian/SKPD
wajib membentukTim PeningkatanPenggunaanProdukDalamNegeri (Tim
P3DN).

Pasal4
Tujuan dari pengadaan barang/ jasa pemerintah adalah
meningkatkanpenggunaanprodukdalamnegeri
Pasal66
Pengadaanbarang/ jasapemerintahwajijb menggunakanproduk
dalamnegeriapabilaterdapat produk dalamnegeridengannilai
penjumlahanTKDNdanBMPpalingsedikit40%



Para Pihak yang terlibat dalam Penggunaan Produk Dalam Negeri

UU No. 3 

Thn 2014 

tentang

Perindustrian

PP No. 29 Tahun2018 
tentangPemberdayaan

industri

PerpresNo. 16 Tahun2018 tentang
PengadaanBarang/Jasa Pemerintah
besertaperubahannyajo Peraturan

PresidenNo. 12 Tahun2021 

TimNasionalP3DN

Pokja Pemantauan P3DN Pokja TKDN Pokja Sosialisasi

TimK/L/PemdaP3DN

Tim Pengarah Tim Monev
Tim Fasilitasi 

Perbedaan Penafsiran 
TKDN

ParaPelakuPengadaan

APIP



Tim Nasional P3DN

PokjaPemantauanP3DN
Å Menerima dan mengidentifikasi rencana pengadaan barang/jasa dari Tim P3DN pengguna Produk Dalam Negeri
Å Menyelaraskan rencana pengadaan dengan ketersediaan produk dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian

yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian
Å Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dalam pelaksanaan

pengadaan melalui Tim P3DN masing-masing atau penanggungjawab pengadaan pada Pengguna Produk Dalam
Negeri

Å Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan preferensi harga, dan
Å Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Nasional P3DN melalui Ketua Harian Tim Nasional

P3DN

PokjaTKDN
Å Melakukan pengawasan terhadap nilai TKDN, sertifikat TKDN dan keberlakuannya serta mensinkronkan dengan

Daftar Inventaris Barang/Jasa Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian

Å Melakukan penelaahan terhadap nilai TKDN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dimaksud sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dalam hal terdapat aduan mengenai ketidakkonsistenan nilai
TKDNsesuai sertifikat dengan nilai TKDNpada pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Å Menyampaikan data dugaan pelanggaran nilai TKDN yang dimiliki (lebih baik dari pengawasan Pokja TKDN
dan/atau usulan penyelesaian kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
perindustrian

Å Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Nasional P3DN melalui Ketua Harian Tim Nasional
P3DN

PokjaSosialisasi
Å Melakukan sosialisasi dan praktik penggunaan produk dalam negeri kepada Pengguna Dalam Negeri
Å Melakukan promosi dan sosialisasi mengenai produk dalam negeri kepada masyarakat, termasuk melalui program

pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggan, dan kegemaran menggunakan produk dalam negeri
Å Menyediakan jawaban atas pertanyaan dari penguna produk Dalam Negeri atau masyarakat terkait pelaksanaan

P3DN
Å Memberikan akses informasi produk dalam negeri



Tim P3DN 
K/L/Pemda

TugasTimPengarah
Å Memberikan arahan atas pelaksanaan

penggunaan produk dalam negeri di
lingkungan K/L/Pemda, dan

Å Menyampaikan laporan hasil
pelaksanaan tugas Tim P3DN
K/L/Pemda kepada Menteri
Perindustrian selaku Ketua Harian Tim
Nasional P3DN secara berkala setiap
tanggal 30 Juni dan 31 Desember
setiap tahunnya atau sewaktu-waktu
apabila diperlukan.

TugasTimMonitoringdanEvaluasi
Å Menginventarisasi rencana pengadaan Barang/Jasa di

lingkungan K/L/Pemda untuk tahun berikutnya yang meliputi
identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal,
dan anggaran pengadaan barang/jasa tahun jamak (multi
years) yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

Å Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan
produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa
pemerintah sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap
pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan
K/L/Pemda .

Å Memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab
pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil monitoring, dan

Å Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada tim pengarah
secara berkala setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember
setiap tahunnya atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Tugas Tim Fasilitasi
Perbedaan Penafsiran
TKDN
Å Melakukan koordinasi dengan Pusat

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri Kementerian Perindustrian terkait
pemberian tafsiran final terhadap
permasalahan perbedaan tafsir mengenai
kebenaran nilai Tingkat Komponen Dalam
Negeri antara produsen Barang atau
penyedia Jasa dengan Penanggung Jawab
Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan
K/L/Pemda, dan

Å Melaporkan hasil tafsiran final untuk setiap
permasalahan perbedaan tafsir nilai Tingkat
Komponen Dalam Negeri kepada Tim
Pengarah dan Sekretaris Tim Nasional P3DN.



TimP3DNNasional
TimP3DNK/L/Pemda
Pelaku Pengadaan pada Satker/PD
K/L/Pemda
APIP
Lain-lain

P3DN dan TKDN 
Tugas?



Peran Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran dalam P3DN

Kewajiban Penggunaan Produk Dalam

Negeri dilakukan pada tahap

perencanaan , persiapan dan pemilihan
pengadaan barang /jasa

a. Menetapkan perencanaan pengadaan

b. Menetapkan dan mengumumkan RUP dan

c. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan

Barang/Jasa

TUGAS & WEWENANG PA/KPA DALAM 

TAHAP PERENCANAAN PBJ

PERENCANAAN 

PBJ

PEMILIHAN 

PBJ

PERSIAPAN 

PBJ



Contoh Perencanaan

Contoh Langkah Langkah pada

saat Menyusun

Perencanaan pengadaan

1. Identifikasi Kebutuhan

pembangunan tahun 2023

Pekerjaan Konstruksi KAKegiatan Pembangunan Break Water Pelabuhan

Å Lokasi : Kota X ProvinsiY
Å Luas Lahan2 Ha
Å Tanah milik Siapa?
Å TahunTunggal/ Multi Years?
Å Waktu Pemanfaatan?
Å StudiKelayakandsb?
Å DED?
Å Desain Dasar?

PerkiraanAnggaran

Å Luas 2.000 m2
Å Nilai anggaran24.000.000.000
Å KonsultanPerencana?
Å KonsultanPengawas?
Å Pekerjaankonstruksi?
Å PengelolaTeknis ?

2. Susun Spesifikasi sesuai

kebutuhan



Peran PA/KPAselaku penanggungjawabkegiatan, dalam melakukan
penyusunanRKAyang didalamnyaterdapat PengadaanBarang/Jasa
telahmempertimbangkanhal-halsebagaiberikut:

Penyusunan
spesifikasi
teknis/KAK 

sesuai
kebutuhan

Ketersediaan
B/J dan/atau
penyediadi 

pasar;

Ketersediaan
barang/ jasayang 
dibutuhkandalam

bentuk
produk/ jasa

dalamnegeri;dan

PenyusunanRAB 
sesuaispesifikasi

teknis/KAK sebagai
dasarpengusulan

anggaran

Kesimpulan Peran PA/KPA Pada 
PerencanaanPA/KPA menetapkan

Pengadaan yang telah

disusun oleh PPK

Identifikasi
kebutuhan

barang/ jasasesuai
denganRencana

Kerja;



Peran 
Pejabat
Pembuat
Komitmen/
PPTK dalam 
P3DN

1. PPK MELAKSANAKANPENYUSUNAN
PERENCANAANPENGADAANUNTUKTAHUN

ANGGARANBERIKUTNYASESUAIKEBUTUHAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PEMERINTAH
DAERAH YANG TERCANTUMDALAMRKA 

KEMENTERIAN/LEMBAGA ATAURKA 
PEMERINTAHDAERAH.

2. PPK MEMULAI PERENCANAAN PENGADAAN 
DENGAN MENYUSUN IDENTIFIKASI 
KEBUTUHAN DENGAN MENCARI, 

MENGUMPULKAN, MENELITI, SERTA 
MENCATAT DATA DAN INFORMASI TERKAIT 

KEBUTUHAN BARANG/JASA YANG BERTUJUAN 
UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN 

INDIKATOR KINERJA YANG TERDAPAT PADA 
RENJA-K/L ATAU RENJA-SKPD TERMASUK 
PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

6.PEMANFAATAN BARANG/JASA
HASILPENELITIANDALAMNEGERI

5. PELAKSANAANPENGADAANYANG 
BERKELANJUTANYANG 

MEMPERTIMBANGKANASPEKEKONOMI, 
SOSIALDAN LINGKUNGAN.

4. PPK MEMPERHITUNGKAN 
KEWAJIBAN PENGGUNAAN PRODUK 

DALAM NEGERI, TERMASUK 
RANCANG BANGUN DAN 

PEREKAYASAAN NASIONAL, APABILA 
TERDAPAT PRODUK DALAM NEGERI 

YANG MEMILIKI PENJUMLAHAN NILAI 
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI 

(TKDN) DITAMBAH NILAI BOBOT 
MANFAAT PERUSAHAAN (BMP) 

PALING SEDIKIT 40% (EMPAT PULUH 
PERSEN).

3. PPK MENGALOKASIKAN PALING 
SEDIKIT 40% (EMPAT PULUH PERSEN) 

DARI NILAI ANGGARAN BELANJA 
BARANG/JASA YANG DIKELOLANYA 

UNTUK PENGGUNAAN PRODUK 
USAHA KECIL DAN/ATAU KOPERASI 

DARI HASIL PRODUKSI DALAM NEGERI



Siapa yang melakukan
proses Pemilihan
Penyedia?

Setelah PPK/PPTK 
melaksanakantugas

PenyusunanPersiapanPBJP



PPK menyusun RUP berdasarkan hasil
identifikasikebutuhanyangmemuat informasi
pengadaanbarang/ jasameliputi :
1. NamadanalamatPA/KPA
2. Nama paket pengadaan yang akan

dilaksanakan
3. Kebutuhan penggunaan produk dalam

negeri
4. Carapengadaan
5. Uraiansingkatpaketpengadaan
6. Volumepaketpengadaan
7. Nilaipaketpengadaan
8. Lokasipaketpengadaan
9. Sumberdanadan
10. Perkiraan waktu pemanfaatan

barang/ jasa

Peran Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran dalam P3DN

PA/KPA menetapkan dan 
mengumumkan RUP melalui aplikasi 

Sistem Informasi RUP (SiRUP).

Dalam menetapkan dan 
mengumumkan RUP, PA/KPA 
memastikan bahwa dalam rangka 
peningkatan penggunaan produk 
dalam negeri, RUP yang dimaksud 
telah mencantumkan kebutuhan 
penggunaan produk dalam negeri di 
Instansinya.



siapayangmenetapkan?

Setelah PA/KPA menetapkan
RUP PPK melaksanakantugas

PenyusunanPerencanaan
PBJP



KelompokKerjapemilihan

PejabatPengadaan



Peran KelompokKerja
pemilihanDalamP3DN

Dalamtahap persiapanpemilihan penyedia,  Pokja
pemilihan melakukanreviu dokumen persiapan
pengadaanyang meliputi :

ÅSpesifikasiTeknis/KAK dan gambar(jika
diperlukan) terutamaPenggunaanProduk
DalamNegeri

ÅHarga PerkiraanSendiri(HPS)

ÅRancanganKontrak

ÅDokumenAnggaranBelanja(DIPA/DPA atau
RKA-KL/ RKA-PD yang telahditetapkan)

ÅID PaketRUP terutamapengecekan
PenggunaanProdukDalamNegeri

ÅWaktu PenugasanBarang/Jasa

ÅAnalisisPasar

ÅKriteriaEvaluasiBerbasisTKDN dan HEA 
sertaIdentifikasiRisiko



RuangLingkupPengawasanPengadaanBarang/JasaPemerintahmeliputi :
a. pemenuhannilai manfaatyangsebesar-besarnya;
b. kepatuhanterhadapperaturan;
c. pencapaianTKDN;
d. penggunaanprodukdalamnegeri;
e. pencadangandanperuntukanpaketuntuk usahakecil; danPengadaan

Berkelanjutan.
Pasal76ayat(4) PerpresPBJP

APIP



RuangLingkupPengawasanPengadaanBarang/JasaPemerintahmeliputi :
a. pemenuhannilai manfaatyangsebesar-besarnya;
b. kepatuhanterhadapperaturan;
c. pencapaianTKDN;
d. penggunaanprodukdalamnegeri;
e. pencadangandanperuntukanpaketuntuk usahakecil; danPengadaan

Berkelanjutan.
Pasal76ayat(4) PerpresPBJP

APIP



APIP

Pengawasanoleh APIP dapat dilakukan melalui
kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi,
dan/atau penyelenggaraan whistleblowing
system sejak perencanaan, persiapan, pemilihan
penyedia, pelaksanaankontrak, dan serah terima
pekerjaan.



APIP

APIP       berperan melakukan pengawasan dalam P3DN       
diantaranya melakukan audit    untuk meyakinkan bahwa
PengadaanBarang/Jasa   telah memperhatikan pencapaian
Tingkat       Komponen Dalam Negeri  (TKDN)  dan  
penggunaanproduk dalam negeri.



Pelaksana verifikasi adalah LembagaVerifikasi Independendan
berkompetendalammelakukanverifikasiatas kebenaranCapaian
Tingkat KomponenDalam Negeri (TKDN)Barang/Jasa Produksi
Dalam Negeri sebagaimanadiatur dalam Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor: 57/M-IND/PER/7/2006 tentang
Penunjukan Surveyor sebagai PelaksanaVerifikasi Capaian
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atas Barang/Jasa
ProduksiDalamNegeri,KementerianPerindustrianmenunjuk:
1. PT. SurveyorIndonesia(Persero)
2. 2. PT. SuperintendingCompanyof Indonesia(Persero)

PihakLain



PihakLain



PihakLain
Contoh

Sertifikat
BMP

Rincian
BMP



PihakLain
Contoh

Sertifikat

TKDN 
(Depan)

Nilai
TKDN



PihakLain
Contoh

Sertifikat

TKDN 
(Lampiran)

Nilai
TKDN



PihakLain

Sertifikat TKDN  dan BMP

daftar inventarisasibarang/ jasa

http://tkdn.kemenperin.go.id/

http://tkdn.kemenperin.go.id/


PerencanaanPBJP
PersiapanPBJP
PelaksanaanPBJP

P3DN dan TKDN 
DalamTahapan

PBJP?

SimakOutline nya



KonsepTKDN dan 
BMP SecaraUmum



Cara PerhitunganNilai TKDN dan 
BMP Barang/Jasa



Cara PerhitunganNilai TKDN dan 
BMP Barang/Jasa



Cara PerhitunganNilai TKDN dan 
BMP Barang/Jasa



Cara PerhitunganNilai TKDN dan 
BMP Barang/Jasa



Cara PerhitunganNilai TKDN dan 
BMP Barang/Jasa



Cara PerhitunganNilai TKDN dan 
BMP Barang/Jasa



Cara PerhitunganNilai TKDN dan 
BMP Barang/Jasa



Cara PerhitunganNilai TKDN dan 
BMP Barang/Jasa



Cara PerhitunganNilai TKDN dan 
BMP Barang/Jasa



Cara PerhitunganNilai TKDN dan 
BMP Barang/Jasa



Perencanaan

ÅSaat melakukan 

identifikasi kebutuhan & 

penetapan Barang/Jasa 

sudah memperhatikan 

TKDN (wajib/tdk PDN ?)

ÅMencari informasi nilai 

TKDN dari barang & jasa 

yg dibutuhkan (Barang Ą

Daftar Inventaris B/J;  Jasa 

(Konstruksi/Jasa 

Konsultansi/Jasa Lainnya) 

Ą perhitungan estimasi)

ÅPerlu menghitung target 

TKDN yang akan 

ditentukan

PA / KPA

Pengawasan

Persiapan

ÅPenyusunan Spek, HPS & 

Draft Kontrak 

memperhatikan TKDN

ÅMemastikan Nilai TKDN 

yg menjadi target (cek 

Daftar Inventaris & 

perhitungan estimasi)

PPK

ÅMencantumkan 

persyaratan TKDN dalam 

Dokumen Pemilihan

Pokja/PP

Pemilihan Penyedia

ÅEvaluasi Dokumen 

Penawaran

ÅMemeriksa data dukung 

TKDN, cek Daftar 

inventaris B/J,  cek 

perhitungan TKDN 

Gabungan B&J, hitung 

preferensi harga

Pokja/PP

ÅMengajukan Penawaran 

TKDN Barang; Komitmen 

TKDN Jasa; Gabungan B/J

Penyedia

Pelaksanaan 
Pekerjaan

ÅMelaksanakan pekerjaan 

sesuai dengan penawaran 

(TKDN Barang & Komitmen 

TKDN Jasa)

Penyedia

ÅMonitoring pelaksanaan 

pekerjaan  (mencatat 

setiap ketidaksesuaian 

pelaksanaan  pekerjaan; 

mengumpulkan bukti 

untuk menghitung 

Capaian TKDN)

PPK

Serah terima

ÅMenyerahkan pekerjaan 

sesuai dengan Kontrak

Penyedia

ÅMenerima pekerjaan 

(Evaluasi Capaian TKDN vs 

penawaran TKDN)

ÅMenetapkan Sanksi jika 

ada ketidaksesuaian/ 

pelanggaran

PPK

ÅMelakukan pengawasan

APIP

Penerapan TKDN Pada Tiap Tahapan PBJ



DetiltugasPara 
PihakYang Terlibat
DalamPeningkatan
PenggunaanPDN



Tugas dan Kewenangan PA/KPA dalam

Penerapan P3DN

PenerapanP3DN

PERENCANAAN 

PBJ

PEMILIHAN 

PBJ

PERSIAPAN 

PBJ

Kewajiban Penggunaan Produk Dalam

Negeri dilakukan pada tahap

perencanaan , persiapan dan pemilihan
pengadaan barang /jasa

a. Menetapkan perencanaan pengadaan

b. Menetapkan dan mengumumkan RUP dan

c. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan

Barang/Jasa

TUGAS & WEWENANG PA/KPA DALAM 

TAHAP PERENCANAAN PBJ



PA/KPA dalam Menetapkan dan 

Mengumumkan RUP

PA/KPA menetapkan

Pengadaan yang telah

disusun oleh PPK

Peran PA/KPAselaku penanggungjawabkegiatan, dalam melakukan
penyusunanRKAyang didalamnyaterdapat PengadaanBarang/Jasa
telahmempertimbangkanhal-halsebagaiberikut:

Identifikasi
kebutuhan

barang/ jasasesuai
denganRencana

Kerja;

Penyusunan
spesifikasi
teknis/KAK 

sesuai
kebutuhan

Ketersediaan
B/J dan/atau
penyediadi 

pasar;

Ketersediaan
barang/ jasayang 
dibutuhkandalam

bentuk
produk/ jasa

dalamnegeri;dan

Penyusunan
RAB sesuai
spesifikasi
teknis/KAK 

sebagaidasar
pengusulan
anggaran



PERENCANAAN PENGADAAN

Contoh Langkah Langkah pada

saat Menyusun

Perencanaan pengadaan

1. Identifikasi Kebutuhan

pembangunan tahun 2023

Pekerjaan Konstruksi

KAK Pembangunan Break Water Pelabuhan

Å Lokasi : Kota Banyuwangi Provinsi Jawa Timur

Å Luas Lahan 2 Ha

Å Tanah milik Siapa?

Å Tahun Tunggal/ Multi Years?

Å Waktu Pemanfaatan?

Å Studi Kelayakan dsb?

Å DED?

Å Desain Dasar?

Perkiraan Anggaran

Å Luas 2.000 m2

Å Nilai anggaran 24.000.000.000

Å Konsultan Perencana ?

Å Konsultan Pengawas ?

Å Pekerjaan konstruksi ?

Å Pengelola Teknis ?

2. Susun Spesifikasi sesuai kebutuhan



TKDN

Bagaimana

PencarianInformasi

Produkber-TKDN?



WEBSITE: 
http://tkdn.kemenperin.go.id/Sumber Data Kemampuan Industri 

Barang Dalam Negeri :

TKDN Barang

1. KlikREKAPITULASI

http://tkdn.kemenperin.go.id/


2. KlikSERTIFIKAT



PilihKATEGORI & 
KATA YANG DICARI



PilihKATEGORI & 
KATA YANG DICARI



NILAI TKDN Hasil Identifikasi Kebutuhan Barang /Jasa 

Pada TAHAP PERENCANAAN

BMP      :  11,85 %
TKDN    :  28,27 %

Jumlah: 40,12 %



NILAI TKDN Hasil Identifikasi Kebutuhan Barang /Jasa 

Pada TAHAP PERENCANAAN

BMP      :  15,00 %
TKDN    :  26,55 %

Jumlah: 41,55 %



NILAI TKDN Hasil Identifikasi Kebutuhan Barang /Jasa 

Pada TAHAP PERENCANAAN

BMP      :  10,95 %
TKDN    :  20,68 %

Jumlah:  31,63 %



NILAI TKDN Hasil Identifikasi Kebutuhan Barang /Jasa 

Pada TAHAP PERENCANAAN

Hasil pencarian
TKDN



1. PilihKATEGORI & 
KATA YANG DICARI

2. KlikTAMPILKAN




